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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 dan 

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, telah merubah paradigma 

delik korupsi yang pada awalnya delik formil menjadi delik materiil, 

kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata dan pasti. 

2. Dampak delik korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

25/PUU-XIV/2016, mengakibatkan Penuntut Umum dalam upaya 

memberantas kasus tindak pidana korupsi menjadi sulit karena harus 

menentukan terlebih dahulu kerugian keuangan negara secara nyata dan 

ternyata putusan MK tersebut akan lebih sulit untuk menyelamatkan 

keuangan negara.      

3. Dengan adanya perubahan delik korupsi dari delik formil menjadi delik 

materiil, pada kasus yang penulis teliti yakni penuntut umum tidak mampu 

membuktikan unsur materill yakni kerugian negara atau perekonomian 

negara harus dapat dibuktikan secara nyata yang di akibatkan oleh 

perbuatan terdakwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana 

APBDS maka kerugian negara sebesar Rp.137.554.400,- yang dialami 

Desa Kuimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan  untuk dikembalikan 

kepada negara. 
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5.2  SARAN 

Penulis menyarankan bahwa kepada penuntut umum dalam memberantas 

kasus tindak pidana korupsi harus menentukan terlebih dahulu syarat materiil 

yakni unsur kerugian negara atau perekenomian negara harus dapat 

dibuktikan secara nyata sehingga pada proses pembuktian, kepada para 

terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dapat di kenai sanksi pidana 

sehingga dapat menyelamatkan keuangan negara.  
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